mengakibatkan terjadinya sengketa informasi di Komisi Informasi

2, Kelalalan dan/atau dengan sengaja Keberatan dari pemohon tidak ditanggapi selama 30 hari kerja maka pemohon berhak
mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasl terhitung sejak diterimanya surat.

3. Keberatan pemohon hanya dilayani apabila persyaratan Keberatan yang telah ditentukan sesual dengan Standar Pelayanan
di PPID Pembantu telah terpenuhi.

4. Pelanggaran prosedur, kelalalan dan/atau dengan sengaja Keberatan dari pemohon tidak ditanggapi dapat dikenakan sanksi
administratif sesuai dengan Standar Pelayanan di PPID Pembantu.

Nomor SOP  |...... 2020
Tgl Pembuatan 01 Juni 2020 T
Tgl revisi Z QIR PR
Tgl Pengesahan
Disahkan oleh
DINAS KESEHATAN PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

Nama SOP Pelayanan Keberatan |

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. PerKl No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

3. Permenpan No. PER/21/M.PAN/I1/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

Keterkaitan Peralatan / periengkapan

Lintas Bidang 1. Formulir Keberatan
2. Buku Registrasi Keberatan
3. Lembar Disposisi
4. Surat Keputusan Tertulis Atasan PPID Pembantu
5. Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Jangka waktu jawaban dar Atasan PPID Pembantu berupa Keputusan tertulls dari Atasan PPID Pembantu kepada pemohon 1. Petugas Informasi

terhitung 30 hari kerja sejak persyaratan lengkap dan di register. Keterlambatan melaksanakan sesual prosedur dapat 2. Sekretariat

3. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi informasi
4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
5. Ketua PPID Pembantu

Diagram Alir Keberatan Informasi Publik
Pelaksana Mutu Baku
Sekretaris PPID
" e Prossd Pembantu Bidang Bidang
raian Prosedur Pemohon Pelayanan dan| Penyelesalan | Ketua PPID | Atasan PPID | PPID Komisi
Informas! | Petugas | (. Dokumentasi | Sengketa | Pembantu | Pembantu | Provinsi | Informasi | PeT8yerstan/ Periengkepan |  Waktu Output
Informasi Informasi Informasi

Keterangan

1. |Pemohon Informasi yang
merasa tidak puas atas
pemberian informasi
mengajukan keberatan yang
ditujukan kepada Atasan PPID
Pembantu dengan mengisi
Formulir Keberatan

L

Permohonan informasi masuk
dan mengisi formulir
keberatan

16 menit

Permohonan di terima
namun formulir keberatan
belum di beri nomor
pendaftaran

Tata cara keberatan
dapat dilakukan secara
langsung dan tidak
langsung dalam bentuk
tertulis. Pemohon dapat
mengajukan keberatan
dalam jangka waktu 30
hari kerja terhitung
keberatan di terima.
Atasan PPID Pembantu
dapat memberikan
tanggapan atas keberatan
pemohon paling lambat
30 harl kerja sejak di
terimanya keberatan
secara tertulis




n

Petugas Informasi meminta
Pemohon Informasi / Kuasa
Pemohon untuk melengkapi
persyaratan Keberatan yang
telah ditentukan sesuai dengan
Standar Pelayanan di PPID
Pembantu

Apabila persyaratan telah
dipenuhi maka Petugas
Informasi memberi nomor
pendaftaran pada formulir
keberatan sebagai tanda bukti
keberatan dan mencatat pada
Buku Register Keberatan.
Petugas Informasi meneruskan
Keberatan pemohon ke
Sekretariat untuk di
tindaklanjuti.

Permohonan keberatan wajib
ditujukan kepada Atasan PPID
Pembantu. Bagi Keberatan
yang disampaikan tidak
tertulis, Petugas Informasi
menyampaikan kepada
Pemohon Informasi untuk
membuat Surat Keberatan.
Keberatan pemohon hanya
ditanggapi selama sesuai
dengan prosedur yang
ditetapkan oleh PPID
Pembantu. Persyaratan yang
ditetapkan bagi Perorangan
wajib dilampiri foto copy KTP
sedangkan bagi
Organisasi/Badan
Hukum/Badan Publik, wajib
dilampiri foto copy KTP
Pengurus, Akta Notaris,
Struktur Organisasi/Badan
Hukum/Badan Publik,
Keterangan Terdaftar, NPWP
Organisasi/Badan
Hukum/Badan Publik,
Keterangan Domisili serta
berkas legalitas lainnya
berdasarkan persyaratan yang
telah ditentukan sesual
Standar Pelayanan di PPID
Pembantu.

2 hari kerja

Apabila persyaratan beum
dilengkapi melebihi batis
waktu yang telah ditentikan
maka permohonan
keberatan dinyatakan batal
namun jika berkas
persyaratan telah terpenuhi
maka permohonan di
proses lebih lanjut

Bagi keberatan yang
disampaikan baik secara
tidak tertulis, maka
Petugas Informasi waijib
memastikan untuk
mengkonfirmasikan
kepada Pemohon
Informasi diberitahu
mengenai tata cara dan
persyaratan keberatan
yang harus dilengkapli
oleh pemohon.
Persyaratan keberatan
informasi publik wajib
dipenuhi oleh pemohon
informasi publik sebelum
akses informasi publik
diberikan oleh PPID
Pembantu guna
meminimalisir
penyalahgunaan salinan
informasi publik dan
sebagal bentuk
pertanggung-jawaban
pemohon informasi
terhadap akses informasi
publik

Formulir Permohonan terdiri 2
berkas (1 berkas diberikan
kepada pemohon informasi
dan 1 berkas lainnya sebagal
bukti permohonan informasi
dan di simpan sebagai
dokumentasi) yang telah di
beri nomor pendaftaran, Buku
Register Permohonan
Informasi, Lembar Disposisi

15 menit

Permohonan di beri nomor
pendaftaran dan di catat
dalam buku register seta
dilengkapi lembar disposisi




. | Sekretariat mempelajari alasan
keberatan dari pemohon.
Apabila alasan keberatan
sesuai dengan mekanisme
sebagaimana yang di atur
dalam Undang-undang, maka
keberatan pemohon di
teruskan kepada Atasan PPID
Pembantu. Namun, apabila
keberatan pemohon tidak
sesuai mekanisme
sebagaimana yang di atur
dalam Undang-undang, maka
keberatan pemohon
dikembalikan kepada pemohon
informasi. Tembusan surat
dikirimkan ke PPID Provinsi
untuk diketahui serta untuk
saling berkoordinasi.

. |Atasan PPID Pembantu
mempelajari substansi dan
sifat informasi yang di minta
dan alasan keberatan
pemohon. Atasan PPID
Pembantu dapat meminta
masukan dari Bidang
Penyelesaian Sengketa
Informasi terhadap dasar
hukum keberatan maupun
kebijakan yang akan
dihasilkan. Berdasarkan hal
tersebut di atas, Atasan PPID
Pembantu memberikan
tanggapan dalam bentuk
Keputusan Tertulis yang
ditujukan kepada pemohon
informasi dengan tembusan
pada Ketua PPID Pembantu

. | Ketua PPID Pembantu
memerintahkan Bidang
Pelayanan dan Dokumentasi
Informasi menjalankan
Keputusan Tertulis Atasan
PPID Pembantu yang
memerintahkan PPID untuk
memberikan sebagian atau
seluruh informasi publik dalam
hal keberatan di terima

. |Bidang Penyelesaian Sengketa
Informasi menyusun
pertimbangan hukum atas
Keputusan Tertulis Atasan
PPID Pembantu yang
memerintahkan PPID untuk
memberikan sebagian atau
seluruh informasi publik dalam
hal keberatan di tolak

]
_|

Surat keberatan, Lembar 30 menit Lembar disposisi yang
disposisi sudah di paraf
Surat keberatan, Lembar 1jam Keputusan Tertulis Atasan
disposisi PPID Pembantu
Tembusan Surat Keputusan |15 menit Mempersiapkan salinan
Tertulis Atasan PPID dokumen bila yang di minta
Pembantu, Surat Keberatan, berupa hard copy dan soft
Lembar Disposisi copy
Konsultasi, Dokumen hukum |2 hari Menyusun bahan Konsultasi dapat
pertimbangan bagi dilakukan dengan PPID
dihasilkannya keputusan Provinsi maupun Tim
serta mempersiapkan Asistensi/Konsultan/Ahli.
materi apabila sengketa Dasar pertimbangan
Iinformasi berlanjut di hukum digunakan pula
Komisi Informasi saat terjadl sengketa
informasi tahapan
ajudikasi di Komisi
Informasi. Sidang
ajudikasi dihadiri oleh
Bidang penyelesaian
sengketa Informasi
dengan didampingi oleh
Biro Hukum/PPID
Provinsi/Tim Asistensi.




. |Bidang Pelayanan dan

Dokumentasi Informasi
mempersiapkan materi
informasi publik berdasarkan
Keputusan Tertulis Atasan
PPID Pembantu yang

memerintahkan PPID untuk
memberikan sebagian atau
seluruh informasi publik dalam
hal keberatan di terima

. | Sekretariat menginformasikan
kepada pemohon informasi
mengenai pelaksanaan dari
Keputusan Tertulis dari Atasan
PPID

a. Apabila Keputusan Tertulis
Atasan PPID Pembantu

memerintahkan PPID untuk
memberikan sebagian atau

seluruh informasi publik
dalam hal keberatan di
terima maka PPID
memberikan akses bagi
pemohon untuk melihat
informasi publik yang
dibutuhkan di tempat yang
memadai untuk membaca
dan/atau memeriksa
informasi publik

b. Apabila informasi yang di

minta barupa salinan
informasi publik maka
pemohon informasi publik
dikenakan biaya
penggandaan atau
perekaman (hard copy
atau soft copy) sesual
dengan standar yang
diberlakukan oleh pihak
PPID Pembantu.

Sekretariat PPID Pembantu
menginformasikan tata cara

pembayaran salinan
informasi sebelum
pemohon informasi

mengakses informasi publik

sehingga apabila pemohon
bermaksud meminta
salinan informasi publik
berupa penggandaan atau
perekaman maka, hal
tersebut dapat dilakukan di
sekitar lokasi PPID oleh
pemohon dengan
didampingi oleh petugas
Iinformasi. Dalam hal biaya
yang dikenakan untuk
penggandaan atau
perekaman; Pemohon
Informasl tunduk sesuai
dengan standar yang
diberlakukan oleh pihak
penyedia jasa layanan
penggandaan atau
perekaman. Pihak PPID
Pembantu hanya
berkewajiban untuk
menginformasikan
perkiraan biaya salinan
atau perekaman kepada
pihak pemohon informasi

Tembusan Surat Keputusan |2 hari kerja |Kerja menyalin dokumen
Tertulis Atasan PPID untuk dilakukan setelah pemohon
Pembantu, Surat Keberatan, |salinan membayar biaya
Lembar Disposisi, mesin foto |bervolume |penyalinan dokumen
copy, keping DVD kecil dan 5
hari kerja
untuk
salinan
bervolume
besar
Tembusan Surat Keputusan |1 hari kerja
Tertulis Atasan PPID
Pembantu, Surat Keberatan,
Lembar Disposisi
Ruang Pelayanan Informasi, |1 hari kerja
komputer
30 hari kerja| PPID tidak menyediakan  |lewat 30 hari kerja,
layanan penyalinan berupa |keberatan darl pemohon
penggandaan atau secara keseluruhan
perekaman informasi publik | dinyatakan batal




Sekretariat memberikan Tanda
Bukti Penyerahan Informasi
Publik kepada Pengguna
Informasi Publik

Pemohon Informasi menerima
pemberitahuan

a. Apabila pemohon
menganggap Keputusan
Tertulis darl Atasan PPID
tidak sesual dengan yang
diharapkan, maka pemohon
dapat mengajukan
permohonan penyelesaian
sengketa informasi pada
Komisi Informasi

b. Apabila Keputusan Tertulis
dari Atasan PPID
Pembantu yang di

sampaikan oleh Sekretariat g

telah sesuai dengan
harapan pemohon, maka
pelayanan informasi
selesai

Tidak

Tanda Bukti Penyerahan
Informasi Publik

10 menit

dalam kota
1 hari kerja
dan luar
kota/provins
Idi
sesuaikan
dengan
Jjarak tujuan

1

o
4

Kelengkapan berkas diberikan
ke Komisi informasi

Pengajuan
sengketa
Informasi
selama 14
hari kerja
terhitung
habisnya 30
hari kerja
sejak
kelengkapa
n

persyaratan
keberatan
telah
dipenuhi
dan tercatat
dalam Buku
Register
Keberatan




DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

01 Juni 2020

Tl revisi

Tgl Pengesahan

Disahkan oleh
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Pelaporan Pelayanan Informasi Publik

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PerKI No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Permenpan No. PER/21/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
Lintas Bidang Dokumentasi pelayanan informasi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Pelanggaran prosedur, kelalaian dan/atau dengan sengaja Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dapat dikenakan sanksi administratif
sesuai dengan Standar Pelayanan di PPID Pembantu.

1. Masing-masing Bidang di PPID Pembantu

2. Sekretariat PPID Pembantu
3. Ketua PPID Pembantu

Diagram Alir Laporan Pelayanan Informasi Publik

ING

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Masing-
masing
Bidang di
PPID
Pembantu

Sekretariat
PPID
Pembantu

Ketua PPID
Pembantu

Atasan PPID
Pembantu

Komisi

PPID Provinsi Informasi

Persyaratan /
Perlengkapan

Wakiu

Qutput

Keterangan

. [Masing-masing Bidang di PPID Pembantu yakni Bidang Pelayanan dan Dokumentasi

Informasi, Bidang Pengolah data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Sengketa Informasi
melakukan pelaporan secara berkala kegiatan masing-masing Bidang kepada Sekretaris
PPID Pembantu

. | Sekretaris melalui Skeretariat PPID Pembantu membuat Laporan Pelayanan Informasi

Publik berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan
informasi berdasarkan masukan dari masing-masing Bidang di dalam PPID Pembantu
untuk disampaikan kepada Ketua PPID

. |Ketua PPID memeriksa dan mempelajari Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID

Pembantu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi

Jawa Timur :

a. Apabila ada koreksi, dikembalikan kepada Sekretaris PPID Pembantu untuk
diperbaiki

b. Apabila tidak ada koreksi, disahkan oleh Ketua PPID dengan diketahui oleh Atasan
PPID Pembantu

. |Atasan PPID Pembantu menandatangani dokumen pelaporan untuk disampaikan

kepada PPID Utama/Provinsi Jawa Timur dengan tembusan ditujukan kepada Komisi
Informasi Provinsi

-

Dokumen

berkala

1 tahun anggaran

Dokumen

30 hari kerja

paling lambat 30 hari kerja setelah
tahun anggaran berakhir

1hari kerja

1hari kerja

Shari kerja

Dokumen
pelaporan
ditandatangani

Paling lambat 90 hari kerja setelah
tahun anggaran berakhir
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Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. PerKl No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

3. Permenpan No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan
SOP Administrasi Pemerintahan

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

Lintas Bidang

1. Formulir Permohonan

2. Buku Registrasi

3. Lembar Disposisi

4. Surat Pemberitahuan

5. Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi
6. Surat Penetapan Klasifikasi sebagai hasil Uji Konsekuensi

7. Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Jangka waktu Pemberitahuan tertulis dari PPID Pembantu kepada pemohon terhitung 10 hari
kerja sejak persyaratan lengkap dan di register serta dapat d|perpan]ang selama 7 hari kerja

2. Keterlambatan melaksanakan sesuai prosedur dapat g
berupa keberatan dari pemohon yang ditujukan kepada Atasan PPID Pembantu

3. Kelalalan, tidak menanggapi dan/atau dengan sengaja tidak
publik selama 10 hari kerja maka pemohon berhak mengajukan sengketa Inlormasn berupa
keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemb terhitung sejak diterimanya surat

4. Permohonan hanya dilayani apabila persyaratan Permohonan yang telah ditentukan sesuai
dengan Standar Pelayanan di PPID Pembantu telah terpenuhi

5. Bagl PPID yang melakukan pelanggaran prosedur, kelalaian, tidak menanggapi dan/atau
dengan sengaja tidak memproses permohonan informasi publik dapat dikenakan sanksi
administratif sesuai dengan Standar Pelayanan di PPID Pembantu

p an i

1. Petugas Informasi

2. Sekretariat

3. Bidang Pangolah Data dan Kilasifikasi Informasu
4. Bidang Py dan Dok Si Inf

5. Bidang Penyelesaian Sengketa Inft

6. Ketua PPID Pembantu

Diagram Alir Permohonan Layanan Informasi Publik

Pelaksana Mutu Baku
Sekretaris PPID Bidang Bidang
i Petugas | Sekretariat| Pengolah | Pelayanan Ketua
NO Uraian Prosedur
Pemonor | informasi Data dan den PPID | PPD Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output Ketermngacs
Kiasifikasi | Dokumentasi | Pembantu | """
Informasi Informasi

1. |Pemohon informasi publik mengajukan
permohonan informasi publik yang
ditujukan kepada PPID Pembantu dengan
cara mengisi Formulir Permohonan
Informasi

Formulir Permohonan 15 menit

Permohonan infomasi di terima namun belum di proses menunggu
persyaratan di lengkapi oleh pihak pemohon

Tata cara memperoleh Informasi publik dapat
dilakukan baik secara langsung datang melalui
PPID Pembantu di desk layanan informasi
maupun secara tidak langsung (telepon,
faksimile, surat pos, maupun melalui media
online yakni website dan email) dalam bentuk
tertulis maupun tidak tertulis.




|Potugu Informasi meminta Pemohon

informasi / Kuasa Pemohon untuk

m&;ll;dirumukmu;ualdongm
Standar Pel di PPID Pembar

. |Apabila persyaratan telah dipenuhi maka

Petugas Informasi memberi nomor
pendaftaran pada fomulir permohonan
informasi sebagai tanda bukti
dan
padaBultuRogislerPennohonln
Informasi Publik. Petugas informasi

K h ke

untuk di Sindakianjut,

Permoh wajib ditujukan kepada PPID Pembantu. Bagi Apabila persy belum lebihi batas waktu yang  |Bagl p honan yang di ikan baik
p ylnq" ikmhdaktanulis Petugas informasi Mlmditormk.nmkapmmnbammmunyknberkas :mranmlismaupunbdd(bmﬁt maka
y kepada P Inf untuk buat Surat persyaratan telah terpenuhi maka permohonan di proses lebih |Petugas Informasi wajib memastikan untuk
P Tertulis. Permoh pihak pemohon hanya lanjut ikan kepada Pemohon Informasi

ditanggapi selama sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh

PPID Pembantu. Persyaratan yang dnmmnblolmn

walib dilampiri foto copy KTP sed: bagi O

Hukum/Badan Publik, wlﬁbdhmpmfotooopyKTPPmumgAm
i Hukum/Badan Publi

, Struktur O
Kmnngan Tum NPWP Organisasi/Badan HukumlBadan
Publik, Keterangan Domisili serta berkas legaiitas lainnya.

mengkonfimasikan

diberitahu mengenai tata cara dan persyaratan
pcmokhmmyangmsdnmgupiolo‘h
publik wajib dipenuhi oleh pemchon informasi
publik sebelum akses informasi publik diberikan
mnPPIDPomnmgummmhMﬁ

publik dan
b«ummmmmmmmmmsm mwmkp«mﬂmabmm
Pel di PPID Pemb pubiik
Formulir Permohonan terdiri 2 berkas (1 berkas diberikan kepada |Seluruh p h yang di secara

pemohon informasi dan 1 berkas lainnya sebagai bukti permchonan
informasi dan di simpan sebagai dokumentasi) yang telah di beri
nomor pendaftaran, Buku Register Permohonan Informasi, Lembar
Disposisi

Imungmauwnﬁdaknnosummm
bentuk tertulis maupun tidak tertulls, Petugas

[ pada p 9
tanda bukti permohonan informasi publik dan
diserahkan kepada Pemohon Informasi Publik.
Bagi pemohon informasi yang secara langsung
datang melalui PPID Pembantu di desk layanan
ir atau p disampaikan secara
tidak langsung dalam bentuk tertulis (email,
website, faksimile) maka nomor pendaftaran
dan formulir permohonan yang telah diberikan
nomor p dijadikan sebagai tanda
bukti permohonan informasi publik yang
diserahkan kepada saat itu juga. Sedangkan
bentuk Permohonan Informasi yang
disampaikan secara tidak langsung serta dalam
bentuk tertulis maupun tidak tertulls, yang tidak
gkil PPID Pemb untuk
memberikan nomor pendaftaran secara
langsung, Petugas Informasi mengirimkan
omor p Kepad: ey
publik bersamaan dengan pengiriman surat
pemberitahuan informas! publik




Sekretariat memverifikasi kesesuaian

materi permohonan kepada pihak
pemohon. Bagi materi permohonan yang
diminta terdapat di dalam Daftar Informasi
Publik, S i gsung
informasi sesuai dengan isi mater yang
dipermohonkan. Sedangkan materi

P 1an yang butuhkan waktu

dalam hal pemenuhan informasi yang di

minta, belum didokumentasikan dan/atau
kan uji 1ensi karena

informasi yang di minta secara spesifik
tidak terkategorikan di dalam Daftar
Informasi Publik dan/atau dalam hal
apabila ditemukan adanya pengecualian
atas sebagian informasi terhadap

|keseluruhan informasi publik yang di

minta maka dilanjutkan ke Bidang
Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi.
Tembusan surat dikiimkan ke PPID
Provinsi untuk diketahui serta untuk saling
berkoordinasi.

Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi
Informasi melakukan kiasifikasi status
materi permohonan informasi

1 Daftar | Publik yang
di kuasai.

a. Apabia materi informasi yang di minta
oleh pemohon termasuk kategori
infi i yang dik likan dan/at:
ditemukannya materi permohonan
dan/atau adanya pengecualian atas
bagian i i dari keseluruhan
informasi publik yang di minta, maka
dilakukan Uji Konsekuensi. Jika, hasil
dari Kasifikasi dan uji konsekuensi
menyatakan bahwa materi yang di
minta merupakan informasi yang
dik 1, maka di kembalikan ke
untuk di pail bali
kepada pemohon.

Tertutup

1 hari kerja

Apabila pemohon secara langsung datang
melalui PPID Pembantu di desk layanan
i i dan untuk i

informasi dengan melihat dan/atau ingin
mengetahui informasi publik melalui penjelasan
lisan maka dari sekretariat memastikan
memverifikasi materi permohonan serta
layani dengan menj 1 dan b
akses bagi pemohon melihat informasi publik
yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk

i publik
yang di mohonkan. Sedangkan apabila
permohonan dilakukan secara tidak langsung
baik secara tertulis maupun tidak tertulis
(telepon, faksimile, surat pos, maupun melalui
media online yakni website dan email) maka dari

jat rifilkasi materi
permohonan menggunakan berbagai media
layanan

Surat Permohonan, Formulir Permohonan, Panduan Uji
Konsekuensi, Lembar Disposisi

1 hari kerja

Surat Penetapan Klasifikasi sebagai hasil dari uji konsekuensi




b. Apabia informasi yang di minta oleh
pemohon berupa salinan dan

di minta, maka dilakukan Uji
Konsekuensi. Jika, hasil dari klasifikasi
dan uji konsekuensi menyatakan
bahwa materi yang di minta

P yang
maka permohonan di teruskan ke
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi
Informasi

__atgmopouyanmmookumnu

pkan materi jawaban
dan memp C iformast

pubﬁkymgdi;rﬁm

. |Berdasarkan bahan dari Bidang
Pelayanan dan Dx ntasi Inf

menyusun F

Tertulis apabifa informasi yang di minta
upakan materi permohonan yang
membutuhkan waktu dalam hal
|pemenuhan informasi yang di minta,
belum dido rkateg
terbuka atau penolakan atas sebagian
atau k han p an ir
serta di periksa dan ditandatangani oleh
Ketua PPID Pembantu

a. Apabia Pemberitahuan Tertulis PPID

Pembantu memutuskan untuk
o pagian atau seluruh

informasi publik dalam hal
permohonan di terima maka PPID
memberikan akses bagi pemohon
untuk melihat informasi publik yang
dibutuhkan di tempat yang memadai
untuk darvat

Surat Permohonan, Formulir Permohonan, Panduan Uji

i, Lember Disposis!

1 hari kerja

Surat Penetapan Klasifikasi sebagai hasil dari uji konsekuensi

informasi publik

L

Tembusan Surat Keputusan Tertulis Atasan PPID Pembantu, Surat |2 hari kerja untuk salinan bervolume |Proses menyalin dok dilakukan setelah pemoh b
Keb , Lembar Disposisi kecil dan 5 hari kerja untuk salinan  |biaya penyalinan dokumen

bervoiume besar
Surat P Formulir F an, Panduan Uji 1jam Jangka waktu permohonan adalah 10 hari kerja
K Lembar Disposisi dan dapat di perpanjang selama 7 hari kefja
Ruang Pel; 1 Inf j P 1 hari kerja




b. Apabia informasi yang di minta
barupa salinan Informaa publik maka
1 perihal
perkiraan biaya pom- atau
perekaman (hard copy atau soft copy)
sesuai dengan standar yang
diberiakukan oleh pihak penyedia jasa
layanan penggandaan atau
perekaman. Sekretariat PPID
berkewajiban

berikan Tanda Bukt

Penyerahan Informasi Publik kepada
Pemohon Iinformasi Publk

a. Apabila pemohon menganggap
informasi yang di peroleh tidak sesuai
dengan yang diharapkan, maka
pemohon dapat mengajukan
keberatan kepada Atasan PPID
Pembantu melalui PPID Pembantu
sehingga terjadi sengketa informasi

b. Apablakwonnasuymdlumpdkan
uu\muai‘

h ™

peo SO

[

Tidak

informasi selesai

30 hari kerja

PPID tidak menyedakan layanan penyalinan berupa penggandaan

Mmhﬂkada kabemnndanpemohon

atau perekaman informasi publik sehingga apabia pemoh
bermaksud meminta salinan informasi publik berupa penggandaan
atau perekaman maka, hal tersebut dapat dilakukan di sekitar
fokasi PPID oleh pemohon dengan didampingi oleh petugas
informasi. Dalam hal biaya yang dikenakan untuk penggandaan
atau perekaman; Pamohon Informasi tunduk sesuai dengan
mndaryanadibothkukanolehplhd(ponymhuhyman
pengg Pihak PPID Pemb hanya
hsrkawa}lbanunumonqlnfovmmkmpefkmwyauﬂnanﬁu
perekaman kepada pihak pemohon informasi.

yatakan batal demi
hukum

Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik

10 menit

Keberatan 30 hari kerja setelah 10
hari kerja sejak kelengkapan

dipenuhi dan di regi
dalam Buku Register Permohonan
atau 17 hari kerja jika ada tambahan
waktu darl PPID Pembantu




